BABI1V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut.

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana penyandang
disabilitas dalam akses layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1A Padang secara normatif telah sesuai dengan prinsip hak asasi
manusia dan peraturan perundang-undangan. Namun, secara substantif
perlindungan tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk
standar pelayanan berbasis disabilitas yang terukur, sehingga masih
bergantung pada komitmen dan sensitivitas individual petugas.

2. Kendala utama tidak bersifat diskriminatif, melainkan sistemik dan
struktural, meliputi overcrowding, keterbatasan SDM dan kompetensi
Khusus, minimnya sarana prasarana berbasis universal design, hambatan
administratif rujukan, serta ketiadaan SOP teknis berbasis disabilitas.
Hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kapasitas
dan desain sistem kelembagaan.

3. Optimalisasi pemenuhan hak layanan kesehatan harus dilakukan secara
komprehensif melalui penguatan regulasi, perbaikan struktur dan fasilitas,
peningkatan kapasitas SDM, serta reformasi kultur kelembagaan.
Pendekatan yang digunakan harus berbasis perlindungan hukum preventif—

represif, prinsip keadilan substantif bagi kelompok rentan, dan pembenahan
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sistem hukum secara terintegrasi.
B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas maka saran dari peneliti adalah sebagai
berikut:

1. Dirjen Pemasyarakatan perlu menyusun dan menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kkhusus pelayanan kesehatan berbasis
Disabilitas yang berlaku Nasional agar perlindungan hukum tidak
bergantung pada diskresi individual, tetapi terstandar, terukur, dan
akuntabel.

2. Pemerintah perlu mengatasi overcrowding, menyediakan fasilitas ramah
Disabilitas, menambah serta melatih tenaga kesehatan dengan kompetensi
khusus, serta memperkuat kerja sama lintas sektor guna mempercepat akses
layanan rujukan.

3. Optimalisasi harus diarahkan pada pembangunan sistem pemasyarakatan
yang inklusif melalui pendataan disabilitas yang terintegrasi, mekanisme
pengawasan yang efektif, serta internalisasi prinsip hak asasi manusia dalam
budaya kelembagaan agar perlindungan hukum benar-benar bersifat

substantif.
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